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ABSTRAK
Nama : Rosidah Aprianti Saad
Nim : 10500110091
Judul : Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit dengan Hak Tanggungan di
BNI Syariah Cabang Makassar
Permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana prosedur pemberian kredit
dengan hak tanggungan dan prosedur penyelesaian kredit macet dengan hak
tanggungan di BNI Syariah Cabang Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan
hak tanggungan dan untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet dengan
Hak Tanggungan di BNI Syariah Cabang Makassar.
Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu
pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu
peraturan atau hukum yang sedang berlaku. Data yang dipergunakan adalah data
primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan data
sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisa
dari data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih
dahulu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian yang dilakukan pada BNI syariah cabang Makassar diperoleh
: 1) Prosedur pemberian kredit dengan Hak Tanggungan yaitu didasarkan pada
prinsip kehati-hatian,pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan, dan pendaftaran
akta pemberian Hak Tanggungan. 2) pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan
jaminan hak tanggungan dilakukan dengan cara damai dan jalur hukum.
Diharapakan kepada BNI Syariah Cabang Makassar untuk lebih
mengoptimalkan penyelesaian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan
menggunakan dasar hukum Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan dengan diundangkannya Undang-Undang
Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diharapkan dapat
menampung sekaligus mengamankan kegiatan perkreditan dalam upaya memenuhi
kebutuhan tersedianya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan.
xDAFTAR RIWAYAT HIDUP
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai individu senantiasa
berhubungan dengan individu lainnya, kebutuhan hendak dipenuhi itu bermacam-
macam, namun pada pokoknya kebutuhan manusia itu dapat dibagi menjadi dua
kebutuhan pokok penting, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang paling pokok yang harus dipenuhi
untuk kelangsungan hidupnya yaitu kebutuhan akan pangan (makanan), sandang
(pakaian), dan papan (tempat tinggal) bagi keluarganya. Sedangkan kebutuhan
sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuan primer terpenuhi.
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia sebagai makhluk
individu dan juga sosial untuk tempat tinggal, berlindung dan beristirahat dalam
menjalani kehidupannya. Oleh karena itu secara individu maupun kelompok
(keluarga) manusia berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan uang dari hasil
pekerjaan, profesi, maupun usahanya agar dapat memiliki rumah tersebut. Hal ini
menunjukkan betapa rumah tinggal begitu utama dan mendasar sebagai bentuk
pemenuhan kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan sandang dan pangan.
Rumah tinggal tidak boleh hanya dilihat sebagai bentuk pemenuhan bagi
kebutuhan hidup yang timbul tanpa proses, akan tetapi harus di lihat sebagai proses
2bermukim dalam menciptakan ruang kehidupan untuk masyarakat. Dengan demikian
rumah tinggal mempunyai peranan yang sangat strategis, diantaranya untuk
mewujudkan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.1
Mengingat manfaat dan pentingnya kedudukan dan perkreditan dalam proses
pembangunan, maka jelaslah kiranya bahwa diperlukan suatu lembaga hak jaminan
yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, sekaligus dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut
disebabkan dana yang diperlukan dalam pemabnguna berasal atau dihimpun dari
masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada
masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif.
Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui
bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, bahwa :
1JW Mullawan, Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal (sebuah Kajian Normatif untuk
Keadilan bagi Masyarakat) ( Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2007), h. 2
3“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan
kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang
dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke
bidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.
Salah satu produk yang diberikan oleh Bank dalam membantu kelancaran
usaha debiturnya, adalah pemberian kredit di mana hal ini merupakan salah satu
Fungsi Bank yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik
Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-Undang Republik
Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.
Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sebagai suatu lembaga keuangan,
sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan
penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan, melalui suatu lebaga
jaminan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan
tentang jaminan yang sifatnya umum, artinya berlaku terhadap setiap debitur dan
4kreditur dan berlaku demi hukum tanpa harus diperjanjiakan sebelumnya, yang
menyatakan bahwa :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
Selanjutnya pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan :
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutang padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing,
kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alsan-alasan yang sah di
dahulukan”.
Jaminan umum mempunyai dua kelemahan yaitu kalau seluruh harta
kekayaan tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain, karena bukan lagi
kepunyaan debitur, maka bukan lagi merupakan jaminan bagi pelunasan piutang
debitur dan kalau hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi
piutang semua krediturnya, tetap kreditur hanya memperoleh pembayaran sebagian
seimbang dengan jumlah piutangnya masing-masing.2
Resiko pemberian suatu kredit tidak terlepas dari kualitas dalam pemberian
maupun pengawasan atas suatu kredit. Prinsip pemberian kredit menjadi pegangan
bagi seorang analis kredit handal. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip pemberian
kredit yang sehat tentang potensi resiko kredit akan dapat ditekan, sehingga dampak
yang akan ditimbulkan tidak terlalu besar.
2R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1992), h. 243
5Ketidaksesuaian ketentuan-ketentuan undang-undang pokok agraria dengan
asas-asas hukum tanah nasional maka timbullah perbedaan pandangan dan penafsiran
berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas kepemilikan rumah
misalnya mengenai pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak
kepemilikan rumah dan lain sebagainya.
Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2:283.
 ِﺬﱠﻟا ﱢدَﺆُـﻴْﻠَـﻓ ًﺎﻀْﻌَـﺑ ﻢُﻜُﻀْﻌَـﺑ َﻦَِﻣأ ْنَِﺈﻓ ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘﱠﻣ ٌنﺎَِﻫﺮَﻓ ًﺎِﺒﺗﺎَﻛ ْاوُﺪَِﲡ ََْﱂو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘﻨُﻛ نِإَو ي
 َو ُﻪُﺒْﻠَـﻗ ٌِﰒآ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ ﻦَﻣَو َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا ْاﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ َﻻَو ُﻪﱠﺑَر َﻪّﻠﻟا ِﻖﱠﺘَﻴْﻟَو ُﻪَﺘَـﻧﺎََﻣأ َﻦُِﲤْؤاﻟا ٌﻢﻴِﻠَﻋ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ ُﻪّﻠ
Terjemahnya :
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menu naikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Qs.2:2833
3Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta: CV Penerbit 2004) h.50
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Yuridis menurut KBBI yaitu Menurut Hukum, Secara Hukum, Bantuan
Hukum, Bantuan Hukum ( diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka
Pengadilan).
Kredit secara Etimologi bersal dari bahasa yunani yaitu “Credere” yang
diartikan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang mempunyai
kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar daripada kredit
adalah kepercayaan.
Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996
mengemukakan pengertian Hak Tanggungan sebagai berikut :
“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, adalah hak jaminan  yang
dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidsk berikut
benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.
2. Deskripsi Fokus
a. Meneliti prosedur pemberian kredit dengan hak tanggungan pada BNI Syariah
Cabang Makassar.
b. Meneliti prosedur penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan di BNI
Syariah Cabang Makassar.
7C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan hak tanggungan pada BNI
Syariah Cabang Makassar ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan di
BNI Syariah Cabang Makassar ?
D. Kajian Pustaka
Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1997 tentang Perbankan dirumuskan pengertian kredit:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang apat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang ewajibkan pihak peminjam utnuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Defenisi atau pengertian perjanjian batasannya diatur dalam pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
Menurut beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah
termasuk Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur daam Kitab Undang-
8Undang Hukum Perdata. Sementara, pengertian perjanjian pinjam meminjam dalam
buku ke III pasal 1754 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata yaitu :
“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula”.
Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996
mengemukakan pengertian Hak Tanggungan sebagai berikut :
“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, adalah hak jaminan  yang
dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidsk berikut
benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.
Demikian pula A.P Parlindungan memberikan komentar terhadap Hak
Tanggungan sebagai berikut :
“Hak Tanggungan ini merupakan istilah baru untuk suatu lembaga jaminan
maupun pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang adanya
pranata jaminan utang dengan tanah sebagai jaminan”.
E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan hak tanggungan di BNI
Syariah Cabang Makassar.
b. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan di
BNI Syariah Cabang Makassar.
92. Kegunaan Penelitian
a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada masyarakat (khususnya
nasabah bank dalam hal perjanjian kredit dengan hak tanggungan dalam praktek
perbankan).
b. Sebagai bahan referensi dalam bidang hukum keperdataan.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Kredit
1. Pengertian Kredit
Secara Etimologis, Istilah kredit berasal dari bahasa latin credere, yang
artinya percaya.Kepercayaan merupakan dasar dari setiap perikatan yang memiliki
elemen adanya dua pihak, kesempatan pinjam-meminjam, kepercayaan prestasi,
imbalan dan jangka waktu tertentu. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan dirumuskan pengertian
kredit:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang apat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang ewajibkan pihak peminjam utnuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Pengertian Perjanjian Kredit dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit
Defenisi atau pengertian perjanjian batasannya diatur dalam pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
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Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yakni :
1. Adanya kata sepakat, berarti antara kedua belah pihak tidak terdapat unsur
paksaan
2. Kecakapan, berarti para pihak sudah cakap bertindak dalam arti kata sudah
dewasa.
3. Hal teretentu, berarti ada sesuatu yang diperjanjikan.
4. Sebab yang halal, berarti yang diperjanjikan itu suatu yang halal.
Salah satu sifat hukum jaminan adalah sebagai ikatan (Accesoir) dari pada
perjanjian kredit. Oleh karena itu sebelum mengadakan perjanjian jaminan terlebih
dahulu harus ada perjanjian utang piutang/pelaksanaan kredit.
Dalam prakteknya ukuran-ukuran yang dipakai untuk menetukan apakah suatu
permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, pihak kreditur harus meneliti terlebih
dahulu secara seksama terhadap kriteria-kriteria dari seorang debitur yang biasanya
dikenal dengan the five c’s of credit analysis.1
a. Character (kepribadian, watak)
Yang dimaksud dengan watak adalah kepribadian, moral, dan kejujuran dari
calon debitur yang perlu diperhatikan sehubungan, untuk mengetahui apakah dia
1Edi Putra dan The Aman, Kredit Bank (Suatu Tinjauan Yuridis), (Yogyakarta:Liberty,1985)
h.12-15
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dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atau tidak. Seorang debitur yang hanya
bersedia untuk melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk diberikan kredit.
Dengan demikian character merupakan salah satu faktor yang turut menentukan
disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.
b. Capacity (kemampuan)
Yang dimaksud dengan capacity adalah kemampuan calon debitur dalam
mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupan dlam
menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.
Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity, pada akhirnya
adalah untuk mengetahui ability to pay yaitu kemampuan untuk membayar dari calon
nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.
c. Capital (Modal, Kekayaan)
Capital adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah
ada sebelum mendapatkan kredit. Keadaan, struktur, dan sifat permodalan tersebut
akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit yang akan diberikan sebgai tambahan
modal.
d. Collateral (jaminan, agunan )
Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini
bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan usaha kredit adalah pribadi calon
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debitur dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitasnya. Di samping sifatnya
sebagai tambahan, jaminan (collateral) juga dapat dikatakan merupakan benteng
terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian
bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah
ditentukan.
Mengenai benda jaminan itu sendiri dapat berupa benda tetap dan benda
bergerak yang secara yuridis dapat diikatkan sebagai tanggungan dan secara
ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah
palfond kredit dan dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan apabila debitur
wanprestasi.
Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu diteliti adalah
 Surat tanda bukti milik dari benda jaminan ( sedapat mungkin yang asli )
 Atas benda jaiman tersebut, apakah sudah pernah dikaitkan secara yuridis
sebagai jaminan atas pinjaman lainnya.
 Apakah benda yang dikaitkan sebagai jaminan telah diasuransikan.
Adapun cara melaksanakan pemeriksaan agunan :
1. Meneliti sertifikat tanah/tumah tersebut tidak dalam keadaan
disita/dipersengketakan. Penelitian ini dilakukan di BPN yang mengeluarkan
sertifikat tersebut.
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2. Apabila suatu tanah/bangunan yang akan dijaminkan tersebut HGB (Hak
Guna Bangun), harus diteliti apakah sertifikat tersebut belum habis masa
berlakunya.
3. Mencocokkan gambar situasi yang ada didalam sertifikat dengan keadaan
sebenarnya antara lain nama pemilik, luas tanah, luas bangunan, alama/lokasi
serta arah tanah tersebut.
4. Gambar bangunan dicocokkan dengan keadaan fisik.
5. Dibuat nialai transaksi tanahnya, dengan mencari informasi mengenai harga
pasar tanah tersebut.
6. Dibuat tarnksaksi bangunan yang tergantung dari kontruksi dan jenis bahan
bangunan yang digunaka nilainya harus sesuai dengan harga pasar.
7. Sebagai bukti mengenai kondisi tanah/bangunan tersebut diambil dari
berbagai arah.
8. Tanah atau bangunan yang akan dijaminkan diteliti pada Dinas Tata Kota
setempat apakah tidak ada rencana penggusuran, pelebaran jalan, dan lain
sebagainya.
9. Dicatat siapa yang menghuni tanah atau bangunan yang akan dijaminkan.
10. Dicatat fasilitas apa saja yang telah ada pada tanah atau bangunan tersebut,
seperti air minum, listrik, telepon, AC, dan lain sebgainya.
e. Condition Of Economy
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Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan
kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur tetapi juga kondisi
ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada.
Perumusan perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tersebut menurut kebanyakan sarjana Hukum kurang
lengkap, banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan bahkan dikatakan terlalu
luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencaku juga perbuatan melawan
hukum dan perwalian suakarela. Padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan
hukum. Dari rumusan tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja dan
merupakan perbuatan yang tidak mengandung konsensus atau tanpa adanya kehendak
untuk menimbulkan akibat hukum serta tanpa tujuan. Untuk itu, Rutten dalam
bukunya Purwahid Patrik merumuskan bahwa:2
Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai degan formalitas-
formalitas dari perbuatan hukum yang ada, tergantung dari persetujuan
kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat
hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi
kepentingan dan atau beban masing-masing pihak secara timbal balik.
Dari rumusan menganai perjanjian menurut Rutten tersebut di atas, faktor
persesuaian kehendak antara dua pihak mendasari berlakunya suatu perjanjian untuk
dapat menimbulkan akibat hukum.
2Rutten,Hukum Perdata II (perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang),Jilid I,
(Semarang, FH. UNDIP, 1998), h. 17
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Pendapat senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada
umumnya menganggap defenisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Wiryono Prodjodikoro
mengartikan perjanjian sebagai suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji
itu.3
Menurut beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah
termasuk Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur daam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Sementara, pengertian perjanjian pinjam meminjam dalam
buku ke III pasal 1754 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata yaitu :
Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabis karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula.
Menurut R. Subekti,” dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu
diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya adalah perjanjian pinajm meminjam
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai
dengan 1759”.4 Hal ini berarti “Perjanjian kredit itu dapat diindetikkan dengan
perjanjian pinjam meminjam dan diatur dalam ketentuan Buku Ke III Bab XIII Kitab
Undang-undang Hukum Perdata”. Akan tetapi harus dibedakan antara perjanjian
3Wiryono Prodjodikoro,Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1999), h. 46
4R. Subekti dan Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia (Jakarta:
Gramedia Pustaka2009), h. 261
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kredit dengan perjanjian pinjam meminjam jika dilihat dari segi prakteknya karena
perjnajian pinjam meminjam bersifat riil yang tunduk pada pengaturan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara perjanjian kredit tidak tunduk pada
ketentuan-ketentuan Buku Ke III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
karena perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian tidak bernama (onbenoemde
overeenkmst) di mana dasar hukumnya didasarkan kepada persetujuan atau
kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit.
Bahwa penerapan ketentuan mengenai pejanjian kredit yang mendasarkan
pada Buku Ke III Ban XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1754
tentang perjanjian pinjam meminjam. Dalam praktek perbankan yang modern,
hubungan hukum kredit tidak lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam
meminjam saja melainkan terjadi pencampuran dengan bentuk perjanjian lainnya
seperti adanya perjanjian pemberian kuasa, pemberian jaminan dan perjanjian
lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu
jalinan di antara perjanjian yang terkait terebut. Akan tetapi dalam praktek perbankan
pada dasarnya adalah bentuk perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentu
pelaksanaan kredit perbankan.
3. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit
Dalam hal membicarakan subyek dan obyek perjanjian kredit, hal ini adalah
identik dengan membicarakan subyek dan obyek perjanjian, akan tetapi hanya agak
sedikit dikhususkan obyek itu adalah tentang kredit. Oleh karenanya dalam
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pembahasan ini juga mendasarkan suatu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Syarat-syarat sahnya perjanjian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian
yang bagian yang pertama kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak disebut
sebagai syarat subyektif, artinya kalau syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya dapat
dimintakan pembatalan, bagian yang kedua yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab
yang halal adalah merupakan syarat obyektif, bila syarat obyektif ini tidak dipenuhi
maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.
Kontrak atau perjanjian yang terjadi antara yang satu dengan pihak yang lain,
hal ini mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberi hak kepada pihak
yang lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi biasa disebut
Debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut Kreditur.
Adapun obyek yang diperjanjian adalah berkaitan dengan kredit dimana kredit
tersebut dapat dikategorikan menurut jenis dan penggolongan kredit dapat dibedakan
berdasarkan beberapa hal diantaranya yaitu : (1). Kegunaannya, (2). Tujuan, (3).
Jangka waktu, (4). Jaminan.
1. Berdasarkan Kegunaan dapat dibedakan :
a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi
produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu relatif
lama.
b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
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2. Berdasarkan Tujuan dapat dibedakan :
a. Kredit Produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk peningkatan
usaha produksi dan investasi.
b. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara
pribadi.
c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan
dipergunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya.
3. Berdasarkan Jangka waktu.
a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang
dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan pada umumnya
dipergunakan untuk modal kerja.
b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit dengan jangka waktu berkisar
antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan pada umumnya untuk
melakukan investasi.
c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian
diatas tiga tahun atau lima tahun.
4. Berdasarkan Jaminan dapat dibedakan :
a. Kredit Jaminan Orang, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang
Debitur dengan jaminan orang yang menanggung kredit tersebut bila
Debitur lalai memenuhi kewajibannya.
b. Kredit dengan Jaminan Barang, yaitu kredit diberikan kepada seorang
Debitur dengan jaminan barang baik bergerak maupun tidak bergerak,
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yang berfungsi sebagai jaminan atas pelunasan kredit yang diterima
Debitur bila lalai memenuhi kewajibannya.
c. Kredit Agunan Dokumen, yaitu kredit yang diberikan kepada seorang
Debitur dengan jaminan yang dimiliki Debitur umumnya dokumen
hubungan kerja antara Debitur dengan pihak ketiga dengan maksud kredit
tersebut untuk membiayai pekerjaan atau projek hubungan kerja antara
Debitur dengan pihak ketiga.
4. Pengertian Jaminan Kredit
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu : Zekerheid
atau Cautie. Zekerheid atau Cautie. Mencakup secara umum cara-cara Kreditur
menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping penanggungan jawab umum Debitur
terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan,
istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Agunan adalah Jaminan
tambahan diserahkan nasabah Debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan artinya adalah
tanggungan atas pinjaman yang diterima oleh debitur dari Kreditur.
Menurut Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini sangat menekankan
pentingnya suatu jaminan dalam memberikan kreditnya dalam rangka pendistribusian
dana nasabah yang sudah terkumpul olehnya, serta untuk menggerakkan roda
perekonomian. Yang sangat dipertimbangkan adalah jaminan khusus di luar jaminan
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pada umumnya sebagaimana yag diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, dimana dinyatakan bahwa segala kebendaan milik Debitur,
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya.
Dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berarti
seluruh harta benda milik Debitur menjadi jaminan hutangnya bagi semua Kreditur,
dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada
Kreditur, maka harta benda milik Debitur akan dijual dimuka umum dan hasil
penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutangnya kepada Kreditur, dalam
hal Kreditur lebih dari satu maka harus dibagi secara perimbangannya dengan
piutangnya masing-masing terhadap ketentuan tersebut dapat juga Kreditur mendapat
perlakuan khusus yaitu diutamakan sesuai dengan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata asalkan diperjanjikan terlebih dahulu.
Bahwa yang dimaksud dengan jaminan kredit adalah pihak Debitur untuk
mendapatkan kepercayaan dari Kreditur yang akan mengucurkan dana, dimana dana
tersebut setelah ada pada Debitur akan dikembalikan lagi pada Kreditur dengan cara
mengangsur/mencicil dalam suatu waktu yang telah ditentukan guna untuk menjamin
angsuran tersebut pihak Debitur memberikan sesuatu sebagai jaminan pada Kreditur
yang apabila Debitur tidak lagi mampu membayar angsurannya, Kreditur dapat
mengambil pelunasan dengan cara menjual jaminan tersebut.
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B. Hak Tanggungan
1. Pengertian Hak Tanggungan
Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996
mengemukakan pengertian Hak Tanggungan sebagai berikut :
“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, adalah hak jaminan  yang
dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidsk berikut
benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.
Demikian pula A.P Parlindungan memberikan komentar terhadap Hak
Tanggungan sebagai berikut :
“Hak Tanggungan ini merupakan istilah baru untuk suatu lembaga jaminan
maupun pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang adanya
pranata jaminan utang dengan tanah sebagai jaminan”.
Sebagai suatu lembaga hak jaminan, Hak Tanggungan mempunyai 4 ciri
pokok5 :
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan/mendahulu kepada kreditur
pemegang Hak Tanggunan terhadap kreditur-kreditur lain (hak prevent).
b. Selalu mengikiuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada.
c. Memenuhi asas spealisasi dan publitasi sehingga dapat mengikat pihak ketiga
dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
5Budi Untung, Kredit Bank di Indonesia (Yogyakarta: Andi,2000) h. 72
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Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian hak tanggungan berdasarkan
Undang-Undang No. 4 tahun 1996 adalah sebagai berikut :
1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah
Yang dimaksud hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara
khusus dapat diberikan kepada kreditur, yang memberi wewenang kepadanya
untuk jika debitur cidera janji, menjual lelang tanah yang secara khusus pula
ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagai
hasilnya untuk pelunasan utangnya tersebut, dengan hak mendahulu dari pada
kreditur-kreditur lain.
2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Pada dasarnya, hak tanggungan
dapat dibebankan pada hak atas tanah semata-mata, tetapi dapat juga hak atas
tanah tersebut berikut dengan benda-benda yang ada diatasnya.
3. Untuk pelunasan hutang tertentu. Maksud untuk pelunasan tertentu adalah hak
tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutang-hutang debitur
yang ada pada kreditur.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lainnya.
Berdasarkan unsur-unsur tersebut hak tanggungan yang dimaksud dalam
tulisan ini adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda (bangunan) yang
ada di atasnya.
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Selain itu hak tanggungan juga memiliki sifat-sifat tertentu antara lain :
a. Tidak dapat dibagi-bagi, kecuali bila diperjanijiakan dalam akta hak
tanggungan.
b. Hak tanggungan merupakan ikatan.
Ciri-ciri dan sifat-sifat yang melekat pada Hak Tanggungan diberikan untuk
menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak
Tanggungan.
2. Ciri- Ciri dan Sifat Hak Tanggungan
Menurut Purwahid Patrik, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor  4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa Hak Tanggungan sebagai
lembaga jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri : 6
1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada
pemegangnya (droit de preference), hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1
dan Pasal 20 ayat (1) ;
2) Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu
berada (droit de suite), hal ini ditegaskan dalam pasal 7;  3)Mudah dan pasti
pelaksanaan eksekusinya.
Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditor tidak perlu
menempuh acara gugatan perdata biasa yang memakan waktu dan biaya yang tidak
6 Purwahid Patrik, Kashadi, Hukum Jaminan (Semarang: Badan Penerbit PT. Fakultas
Hukum UNDIP, 2007) h. 53
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sedikit. Kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat menggunakan haknya untuk
menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum.
Selain melalui pelelangan umum berdasarkan Pasal 6, eksekusi obyek hak
tanggungan juga dapat dilakukan dengan cara “parate executie” sebagaimana diatur
Pasal 224 HIR dan Pasal 158 RBg bahkan dalam hal tertentu penjualan dapat
dilakukan dibawah tangan. 7
Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap
bagian darinya. Dengan telah dilunasinya sebagian  dari  hutang  yang  dijamin  hak
tanggungan  tidak  berarti  terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan beban hak
tanggungan, melainkan hak tanggungan tersebut tetap membebani seluruh obyek hak
tanggungan untuk sisa hutang yang belum terlunasi.
Dengan demikian, pelunasan sebagian hutang debitor tidak menyebabkan
terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa hak tanggungan sifat tidak dapat dibagi-
bagi (ondeelbaarheid). Sifat tidak dapat dibagi-bagi ini dapat disimpangi asalkan hal
tersebut telah diperjanjikan terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT).
Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan
bahwa hal yang telah diperjanjikan terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) adalah pelunasan hutang yang dijamin dapat dilakukan dengan
7Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta : Djambatan, 2000) h. 420
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cara angsuran yang besarnya ama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang
merupakan bagian dari obyek hak tanggungan. Sehingga hak tanggungan hanya
membebani sisa dari obyek hak tanggungan tersebut dibebankan kepada beberapa hak
atas tanah yang terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing merupakan suatu
kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat dinilai secara tersendiri.
3. Objek Hak Tanggungan
a. Hak Atas Tanah
Dalam pasal 4 (1) disebutkan secara rinci hak atas tanah yang dapat dibebani
dengan Hak Tanggungan :
1) Hak Milik
2) Hak Guna Bangunan
3) Hak Guna Usaha
Kesemuanya yang disebut di atas adalah hak atas tanah. Hal mana
menunjukkan bahwa pada asasnya yang menjadi objek Hak Tanggunag sesuai dengan
pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria berdasar pasal 1 sub 2, pasal 2 sub 1 dan
pasal 5 adalah bisa menjadi objek hak tanggungan.
Pada asasnya yang bisa menjadi objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah
menurut Undang-Undang Pokok Agraria, terdaftar dan dapat dipindah tangankan.
Disebut juga bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan
merupakan perkecualian atas prinsip, bahwa objek Hak Tanggungan adalah tanah
menurut Undang-Undang Pokok Agraria terdaftar dan dapat dipindah tangankan
karena dalam ketentuan tersebut dimungkinkan adanya hak tanggungan atas tanah
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yang berasal dan konversi hak lama, yang sudah memenuhi syarat untuk pendaftaran,
tetapi belum didaftarkan, sehingga belum dapat dikatakan sebagai hak atas tanah
menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Karena hak atas tanah bekas hak barat,
sejak tanggal 24 september 1980 sudah tidak ada lagi (Keppres No. 32 tahun 1979 jo.
PMDN No. 3 tahun 1979). Maka yang dimaksud dengan “tanah yang berasal dari
konversi hak lama” dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah
tanah-tanah hak adat.
Pengecualian dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan
diberikan untuk menampung kebutuhan praktek, berupa kemudahaan bagi beberapa
kebutuhan ekonomi lemah yang membutuhkan kredit dan satu-satunya jaminan yang
dipunyai olehnya adalah sebidang persil hak atas adat yang sebenarnya sudah
memenuhi syarat untuk dikonversi sebagai hak atas tanah menurut Undang-Undang
Pokok Agraria. Tanah seperti itu biasanya “bukti pemilikannya” masih berupa girik,
petuk, letter C dan lain-lain bukti. Yang sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai
‘bukti’ pemilikan, tetapi hanya sekedar merupakan ketetapan pemerintah mengenai
siapa yang wajib membayar pajak atas persil yang bersangkutan. Namun karena di
waktu yang lalu tidak dikenal bukti pemilikan hak atas tanah adat, dan yang pada
umumnya berkedudukan sebelum itu hak dikonversi menjadi Hak Atas Tanah
menurut UUPA.
1) Hak Tanggungan Atas Hak Pakai
Pada asasnya hak pakai bisa dijadikan jaminan dengan memakai lembaga Hak
Tanggungan, tetapi untuk sementara ini baru “Hak Pakai Tertentu” saja. Karena
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berdasarkan Pasal 4 ayat 2 tersebut diatas. Hak Pakai ‘Atas Tanah Negara’ dan
menurut ketentuan-ketentuan yang didaftarkan”.
2) Hak Tanggungan dan Hak Atas Hak terdaftar.
Dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria dan selanjutnya tentang hak
pakai, tidak ada syarat ‘pendaftaran’ atas tanah hak pakai. Lain halnya dengan tanah
‘hak milik’ hak guna usaha, dan hak guna bangunan, yang wajib didaftarkan (Pasal
23,32 dan 38 UUPA). Pendaftaran hak pakai baru merupakan kewajiban melalui
PMA No. 1 Tahun 1966 tentang pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
tertanggal 5 januari 1966.
Namun dari ketentuan tersebut diatas, kiranya belum dapat disimpulkan
bahwa semua hak atas tanah yang terdaftar bisa dibebani Hak Tanggungan, karena
untuk tanah hak pakai yang terdaftar pun masih perlu ada penegasannya seperti yang
termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan di atas.
3) Hak Tanggungan dan Syarat dapat “ Dapat dipindah-tangankan”
Syarat ini mengingatkan kita pada syarat Pasal 1320 jo. Pasal 1332 ayat 1
Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yang
menyatakan bahwa ‘hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat
menjadi pokok persetujuan’. Orang menafsirkan dan ketentuan tersebut bahwa
barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan yang dikeluarkan dari peredaran
umum tidak bisa menjadi obejk perjanjian. Larangan tersebut tertuju kepada benda-
benda yang mempunyai tujuan publik tidak boleh dialihkan. Pelanggaran atas syarat
yang ke-3 dan ke-4 pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
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membawa akibat bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada/lahir dan karenanya
batal demi hukum.
b. Hak tanggungan atas tanah dan benda-benda lain diatas tanah
Sekalipun pada asasnya yang menjadi objek Hak Tanggungan adalah hak atas
tanah yang terdaftar dan dapat dipindah-tangankan (sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan
2 Undang-Undang Hak Tanggungan) tetapi disamping itu, sesuai dengan pasal 3 dan
4, juga dimungkinkan, bahwa barang jaminan juga bangunan, tanaman, dan hasil
karya yang ada atau ada yang bersatu, atau nantinya akan bersatu dengan tanah yang
bersangkutan.
a. Bersama-sama dengan tanahnya.
b. Merupakan satu-kesatuan dengan tanahnya.
Jadi disini diisyaratkan bahwa pembebanan atas bangunan, tanaman, dan hasi
karya yang telah ada dan akan ada dan bersatu dengan tanah yang dijaminkan atau
dilakukan sekaligus, jadi bersama-sama dengan pembebanan hak atas tanahnya. Hal
ini berarti, bahwa menjaminkan bangunan, tanaman dan hasil karya dengan hak
tanggungan secara terpisah dari tanahnya tidak bisa (ini sesuai dengan prinsip, bahwa
yang pokok adalah tanahnya, tetapi ‘bisa’ meliputi apa yang bersatu dengan
tanahnya).
Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan penafsiran yang luas atas
kata-kata “merupakan kesatuan dengan tanah” yang bersangkutan, sehingga meliputi
tidak hanya benda-benda seperti tersebut berada di atas tanah, tetapi juga yang berada
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di bawah permukaan tanah, asal masih merupakan satu kesatuan dengan tanah yang
bersangkutan.
c. Pembebanan pada suatu APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan)
Benda-benda yang bersatu dengan tanah yang dijaminkan, bisa berlainan, bisa
dimiliki oleh pemilik tanah yang bersngkutan dengan orang lain.
Jadi pemilik tanah dengan pemilik bangunan bisa sama, bisa berlainan. Kita
harus membayangkan, bendanya merupakan satu kesatuan, tetapi pemiliknya berbeda
walaupun kedengarannya janggal. Kalau pemilik tanah debitu atau pihak ketiga
pemberi hak tanggungan maka benda-benda yang bersatu dengan tanah itu bisa milik
debitur sendiri atau milik orang lain.
Dalam hal benda-benda lain tersebut milik orang lain maka untuk
pembebanannya tersebut harus ada tindakan pembebanan oleh pemiliknya, tidakan
mana yang harus diwujudkan dalam bentuk penandatanganan serta harus dilakukan di
atas akta pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan kemudian
akta tersebut akan didaftarkan dan akan berlaku juga terhadap pihak ketiga.
Untuk dapat dibebani Hak Jaminan atas tanah, objek yang bersangkutan harus
memenuhi 4 syarat :
a. Dapat dinilai dengan uang ;
b. Termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum ;
c. Mempunyai sifat dipindahtangankan ;
d. Memerlukan penunjukan oleh Undang-undang.
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4. Subjek Hak Tanggungan
Subyek hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak
tanggungan.
a. Pemberi Hak Tanggungan
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan :
“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
objek hak tanggungan tersebut’.
Menurut A. Pelaksanaan Palindungan (1996”47) bahwa :
“Apa yang diuraikan dalam Pasal 8 hanya untuk mengikatkan terhadap para
pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dalam pengikatan Hak
Tanggungan tersebut dimana diaktakan bahwa lazimnya Pemberi Hak
Tanggungan adalah pihak yang berutang atau debitur, namun tidak selalu
demikian. Syarat untuk menjadi pemberi Hak Tanggungan adalah mempunyai
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum melalui objek Hak
Tanggungan, karena apabila debitur ingkar janji akan mengakibatkan
dijualnya Obejk Hak Tanggungan untuk pelunasan hutang yang dijamin.
Untuk hal ini sesuai seperti yang diatur dalam pasal 1168 KUHPerdata.
Demikian pula karena lahirnya Hak Tanggungan pada saat didaftarnya Hak
Tanggunga tersebut maka kewenangan untuk melakukan perbuatan huku
terhadap objek hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan
pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan tersebut”.
Bagi orang asing, pada persyaratan khusus untuk mengajukan permohonan
kredit dengan hak Pakai atas tanah Negara sebagai jaminan, yang ditetapkan dalam
peraturan perbankan yang antara lain menentukan : bahwa orang asing tersebut harus
sudah bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu : Mempunyai
usaha di Indonesia dan kredit yang bersangkutan untuk kepentingtan pembangunan di
wilayah Negara Republik Indonesia.
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b. Pemegang hak Tanggungan
Dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa yang
dapat bertindak sebagai pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan dan/atau
badan hukum yang berkedudukan sebagai kreditur. Menetukan siapa yang bisa
menjadi pemegang hak tanggungan tidak sesulit menentukan siapa yang bisa
bertindak sebagai pemberi hak tanggungan, karena seorang pemegang Hak
Tanggungan tidak berkaitan dengan pemilik tanah dan pada asasnya bukan orang
yang bermaksud untuk memiliki objek hak tanggungan, bahkan memperjanjijkan
bahwa objek hak tanggungan akan menjadi milik pemegang Hak Tanggungan, kalau
debitur wanprestasi adalah batal demi hukum (Pasal 12 Undang-Undang Hak
Tanggungan).
Dari penegasan siapa yang bisa bertindak sebagai pemegang Hak Tanggungan
adalah ‘Orang Perorangan’ atau ‘badan hukum’, kita bisa menyimpulkan bahwa yang
bisa menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah person alamiah/badan hukum. Yang
namanya badan hukum bisa perseroan terbatas, koperasi dan perkumpulan yang telah
memperoleh status sebagai badan hukum atau yayasan.
Kata-kata yang berkedudukan sebagai yang berpiutang dalam Pasal 9 tersebut
diatas secara tidak langsung menegaskan, bahwa perjanjian jaminan merupakan yang
accecoir dengan perjanjian lain, dalam perjanjian mana pemegang Hak Tangggungan
berkedudukan sebagai kreditur. Jadi kedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan
harus selalu dikaitkan dengan kedudukannya sebgai kreditur.
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5. Proses Hak Tanggungan
a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak
Tanggungan yang selengkapnya berbunyi :
“Pemebrian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan
didalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang
piutang yang bersangkutan , perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut”.
b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan
Pada tahap pemberian hak tanggungan oleh pemberi hak tanggungan kepada
kreditur, hak tanggungan yang bersangkutan belum lahir, hak tanggungan itu baru
lahir pada saat dibukukannya dalam buku tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu,
kepastian mengenai saat didaftarkannya hak tanggungan tersebut adalah sangat
penting bagi kreditur. Saat tersebut bukan saja menentukan kedudukannya yang
diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain, melainkan juga menentukan peringkatnya
dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang juga pemegang hak
tanggungan dengan tanah yang sama sebagai jaminan.
Dalam penjelasan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan
diaktakan lebih lanjut, bahwa yang namanya mendaftarkan Hak Tanggunga ada;lah
dengan “mengirimkan akta dan warkah” ke Kantor Pertanahan.
Selain ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran, juga ada batas waktu
untuk pelaksanaan pengiriman berkas pendaftaran tersebut. Dalam Pasal 13 ayat (2)
disebutkan :
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“Paling lambat 7 (tujuh) hari keja setelah penandatanganan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan APHT bersangkutan
dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”.
6. Eksekusi Hak Tanggungan
Dalam hubungan utang piutang yang dijamin maupun tidak dijamin dengan
hak tanggungan, jika debitor cidera janji eksekusi dilakukan melalui gugatan perdata
menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku. Bagi kreditor pemegang hak
tanggungan selain gugatan perdata disediakan lembaga eksekusi khusus. Ciri khusus
hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah adalah mudah dan pasti pelaksanaan
eksekusinya, adalah perwujudan ciri tersebut berupa dua kemudahan yang disediakan
khusus oleh hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam hal debitor cidera
janji.
Eksekusi hak tanggungan adalah jika debitor cidera janji maka obyek
tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang hak tanggungan berhak
mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan
hak mendahului dari pada kreditor-kreditor yang lain.
Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) ada cara 2 eksekusi hak
tanggungan yaitu :
1) Eksekusi yang disederhanakan
Apabila debitur wanprestasi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai
hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri serta mengambil
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pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kalau ada lebih dari seorang
kreditur pemegang hak tanggungan, maka kewenangan tersebut berada pada
pemegang hak tanggungan pertama. Penjualan obyek hak tanggungan wajib
dilakukan melakukan pelelangan umum yang dilaksanakan oleh kantor lelang. Dalam
melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan ini dan mengambil pelunsana
piutangnya berlaku kedudukan istemewa yang dimiliki oleh pemegang hak
tanggungan, yaitu droit de preference dan droit de siute. Untuk dapat menggunakan
wewenang menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, tanpa persetujuan
dari debitur, diperlukan janji debitur sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2
UUHT. Janji itu wajib dicantumkan pada akta pemberian hak tanggungan.
2) Parate eksekusi
Dalam pasal 26 UUHT ditentukan bahwa selama belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 14
UUHT peraturan mengenai hipotik yang ada mulai berlakunya Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT), berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Atas permohonan
kreditur pemegang hipotik, ketua Pegadilan Negeri memberi perintah agar debitur
memenuhi kewajibannya dan apabila perintah itu diabaikan, maka diperintahkan
eksekusinya tanpa diperlukan pengajuan gugatan terlebih dahulu. Dalam masa
peralihan ini, Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) juga menegaskan bahwa
sebelum ada peraturan yang khusus mengatur eksekusi hak tanggungan, maka
ketentuan hukum acara eksekusi hipotik berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan,
dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitan yang digunakan adalah field research Kualitatif, yaitu
penelitian yang dilakukan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan
menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain.1
Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yang penulis ajuakan, yaitu :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan memberi daftar pernyataan
sekaligus mengadakan wawancara langsung dengan kepala bagian kredit dan
bagian legal pada PT. Bank Syariah BNI.
b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka dan makalah-
makalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi.
2. Lokasi Penelitan
Lokasi Penelitian adalah PT. BNI Syariah. Alasan penulis memilih objek
diatas karena berdasarkan informasi yang di peroleh, PT. BNI Syariah telah sering
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 27
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mempraktekkan pemberian kredit kepada nasabahnya dengan hak tanggungan
sebagai jaminannya seperti di dalam UU No.4 Tahun 1996.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori
hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai penyelesaian
kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan oleh BNI Syariah Cabang Makassar.
C. Sumber Data
Sumber data dari dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data sekunder dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu:
1) Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan ;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan
menelaah buku-buku literatur, Undang-Undang, brosur/ tulisan yang
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ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.2Dalam penelitian ini data
sekunder yang digunakan yang ada hubungannya pelaksanaan kredit.
3) Data tersier  yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap data primer dan data hukum sekunder yang terdiri
atas Kamus Hukum sebagai pelengkap dalam penulisan.
D. Metode Pengumpulan data
Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang objektif, penulis mengumpulkan
data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, antara lain :
1. Wawancara
Metode Merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab guna
memperoleh keterangan secara terperinci, jelas dan langsung dari pihak-pihak
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Penelitian Pustaka
Penelitian ini penulis lakukan dengan cara membaca dan menelaah  berbagai
literatur/bahan pustaka baik buku-buku maupun makalah-makalah yang
membahas judul skripsi.
E. Instrumen Penelitian
Dalam pengumpulan data, alat yang digunakan adalah alat recorder, alat tulis
menulis, daftar pertanyaan, serta catatan-catatan yang menunjang penelitian ini.
2 Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia,1988) h.11
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F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data
Dari data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah
terlebih dahulu, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Objek Penelitian
Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem
perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan
maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang
lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada
tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5
kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor
Cabang Pembantu.
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor
Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan,
BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk
BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan
syariah.
Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS
bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut
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terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah
sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010
tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu
dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan
syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan
syariah juga semakin meningkat.
September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor
Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan
Gerak dan 16 Payment Point.
Latar belakang dibentuknya BNI Syariah cabang Makassar adalah
“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan
kinerja”. Tujuan BNI Syariah antara lain :
• Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian
lingkungan.
• Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
• Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
• Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan
berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
• Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
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B. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan
1. Pemberian Kredit oleh BNI Syariah cabang Makassar
BNI Syariah dalam memberikan kredit harus mendasarkan pada prinsip
kehati-hatian. Sebagai lembaga keuangan yang melepaskan uangnya kepada
masyarakat, BNI Syariah Makassar harus bertindak hati-hati dalam menentukan siapa
yang patut untuk diberikan kredit dan berapa besarnya jumlah kredit yang diberikan
setelah mengetahui apa jaminan yang diberikan oleh calon debitur dan juga
penerapan prinsip 5 C (Collateral, Capital, Capacity, Character, Condition of
Economy)1 dengan baik. Selain hal tersebut BNI Syariah cabang Makassar juga harus
menjaga bahwa perjanjian yang dibuat dengan calon debitur tidak cacat dan
memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Apabila sejak dini bank sudah bertindak hati-
hati, dapatlah diharapkan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur terjamin dalam
pengembaliannya, yaitu dikembalikan sebelum atau tepat pada waktu yang telah
diperjanjikan.
Di dalam praktik permohonan yang diajukan oleh calon debitur terlalu
berlebihan. Oleh karena itu dalam mengajukan permohonan kredit perlu
diperhitungkan tentang adanya penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan.2
1Susi Abdullah, Staf  Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
2Susi Abdullah, Staf  Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
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Dalam menyikapi hal ini BNI Syariah cabang Makassar mengadakan “Survey
on The Spot” atau peninjauan tempat dimana barang jaminan berada. Dari
hasil “Survey on The Spot” petugas dapat membuat laporan penilaian jaminan
kredit yang kemudian diserahkan kepada direksi. Syarat calon debitur yang
mengajukan kredit antara lain:3
a. Syarat Permohonan Kredit
1) Calon debitur merupakan penduduk yang berdomisili di kecamatan
Tengaran  dan sekitarnya yang berpenghasilan rendah;
2) Calon debitur memiliki usaha yang produktif.
b. Syarat Pengajuan Kredit
1) Calon debitur mengisi formulir pengambilan kredit yang telah disediakan;
2) Formulir diketahui dan diperkuat oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan
setempat.
Selain syarat tersebut calon debitur juga harus melengkapi syarat
sebagai berikut:
a. Formulir tanda penerimaan jaminan yang berisi tentang barang
yang dijadikan jaminan, apabila barang jaminan berupa hak atas tanah maka
terlebih dahulu harus dibuatkan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak
tanggungan) atau APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) pada Notaris
yang ditunjuk;
3 Susi Abdullah, Staf Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
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b. Formulir penyerahan hak milik jaminan. Formulir ini berisi daftar barang-
barang jaminan. Selanjutnya yang menerangkan sebagai kuasa adalah BNI Syariah
cabang Makasar dan surat ini dikuatkan oleh pihak yang berwenang;
c. Surat kuasa menjual. Yaitu surat yang menerangkan kesanggupan calon
debitur apabila ia tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh tempo maka barang
yang dijadikan jaminan tersebut menjadi milik BNI syariah, yang kemudian jaminan
tersebut dapat dilelang secara umum. Dari hasil pelelangan tersebut, digunakan untuk
melunasi biaya pokok kredit dan kelebihannya dikembalikan kepada debitur.
Pada saat pengambilan kredit oleh debitur tidak dapat dikuasakan kepada orang lain
namun harus secara langsung oleh yang bersangkutan dan harus menunjukkan
identitas diri. Jika ingin mengajukan tambahan kredit maka debitur harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. Angsuran Kredit yang terdahulu baik, lancar,dan penegmbaliannya sesuai
jangka waktu yang telah ditentukan;
b. Usaha yang dilakukan debitur mengalami perkembangan dengan pemberian
kredit terdahulu;
c. Pinjaman kredit yang terdahulu telah lunas.
Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka untuk selanjutnya surat
perjanjian pinjaman penandatanganannya dilakukan oleh petugas dan surat kuasa
tidak berlaku lagi. Pemberian kredit oleh PT BNI Syariah cabang Makassar kepada
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masyarakat dilaksanakan dengan mudah, murah, dan cepat hal ini bertujuan
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah.4
Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan
kewajiban masing-masing pihak yaitu kreditur (BNI Syariah cabang
Makassar) dan debitur  memiliki beberapa hak dan terikat pada beberapa
kewajiban yang wajib dipenuhi guna menjamin rasa saling percaya oleh para
pihak serta kegiatan perkreditan dapat dilaksanakan dengan lancar. Beberapa
hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Hak Kreditur
1) Menerima bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati
bersama;
2) Menegur atau memperingatkan apabila dalam pembayaran angsuran
kredit dinyatakan kurang lancar atau diragukan;
3) Menerima administrasi dan provisi.
b. Kewajiban Kreditur
1) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada debitur;
2) Memberikan informasi mengenai kredit;
3) Mematuhi segala ketentuan yang termuat di dalam perjanjian kredit;
c. Hak Debitur
1) Menerima Kredit yang diberikan oleh kreditur;
4Susi Abdullah, Staf Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
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2) Menerima tabungan di akhir pelunasan;
3) Debitur diasuransikan. Artinya, kredit yang ditanggung oleh pihak asuransi.
Yang dijaminkan adalah jumlah plafon kreditnya. Apabila debitur meninggal
duia sebekum jatuh tempo pembayaran kredit maka redit dapat diklaim oleh
pihak asuransi
d. Kewajiban Debitur
1) Membayar kredit dengan tertib;
2) Membayar kredit tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah
diperjanjikan;
3) Mematuhi segala ketentuan yang termuat di dalam perjanjian kredit.
2.   Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Bagi debitur yang melakukan kredit di BNI Syariah cabang Makassar,
jaminan Hak Tanggungan yang berupa hak atas tanah harus dibuatkan APHT pada
Notaris. Dalam hal ini subjek dari Hak Tanggungan yaitu orang perseorangan atau
badan hukum yang wajib membuat APHT kepada pejabat yang berwenang yaitu
PPAT. Subjek Hak Tanggungan yaitu pemilik hak atas tanah mendaftarkan Objek
Hak Tanggungan yang berupa tanah. Di dalam mendaftarkan tanah wajib dilakukan
sendiri oleh pemilik hak atas tanah kecuali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada
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penandatanganan APHT, maka oleh pemilik hak atas tanah dibuat Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) secara otentik.5
3.   Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan
Setelah kredit debitur disetujui oleh pihak BNI Syariah cabang
Makassar  dengan syarat yang telah ditentukan, maka pihak BNI Syariah
cabang Makassar  bersama-sama dengan debitur mengadakan
penandatanganan perjanjian kredit yang mencantumkan mengenai:6
a. Jumlah kredit yang diberikan;
b. Addendum kredit yang berisi tentang perubahan kredit, penambahan
kredit, dan nomor perjanjian;
c. Jangka waktu kredit;
d. Agunan yang diserahkan yang meliputi tempat dan siapa pemiliknya guna
pengikatan barang jaminan.
Setelah semua berkas-berkas telah lengkap, maka dikeluarkanlah
APHT. APHT ini dibuat di hadapan PPAT dimana tanah tersebut
berada.7UUHT merupakan Undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 51
5Susi Abdullah, Staf Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
6Susi Abdullah, Staf Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
7 Susi Abdullah, Staf Marketing di BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 13
Mei 2014.
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UUPA dan diharapkan dapat memenuhi tuntutan pembangunan bagi mereka yang
membutuhkan dana yang sebagian pembiayaannya diperoleh dari kegiatan pemberian
fasilitas kredit.
Dalam kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang mempunyai
kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberian Hak Tanggungan
Tanggungan yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan (droit de
preference). Di dalam membebankan Hak Tanggungan tersebut melibatkan pejabat-
pejabat yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris dalam hal pembuatan
akta serta kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal pencatatan
keterangan dalam buku tanah. Ketua Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa, yang
pada setiap tahap pemberian Hak Tanggungan dapat memenuhi ciri-ciri yang
tercantum dalam penjelasan UUHT dalam butir 3 sub c dan d, yaitu memenuhi asas
spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga serta memberikan
kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga mudah dan pasti
pelaksanaan eksekusinya.
Kegiatan pembebanan Hak Tanggungan yang dimaksudkan untuk menjamin
hutang debitur dan kreditur dimulai dengan janji akan memberikan Hak Tanggungan
untuk menjamin pelunasan hutang tertentu dari debitur kepada kreditur. Janji tersebut
wajib dituangkan dalam perjanjian hutang piutang atau perjanjian lainnya yang tidak
dapat dipisahkan, kemudian disusul dengan pemberian Hak Tanggungan oleh
pemegang hak atas tanah, setelah itu dibuat APHT dihadapan PPAT yang wilayah
kerjanya meliputi letak bidang tanah yang dijaminkan, selanjutnya diikuti dengan
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pendaftaran Hak Tanggungan di kantor pertanahan. Dengan dibuatnya buku
tanah Hak tanggungan dan pencatatan dalam buku tanah hak atas tanah
menjadi objek Hak Tanggungan maka lahirlah Hak Tanggungan
Pada umumnya pemberian Hak Tanggungan oleh debitur atau orang
yang memberikan jaminan Hak Tanggungan kepada kreditur atau bank karena
adanya transaksi kredit, dimana bank menilai atau merasa yakin bahwa
nasabah layak diberi kredit dan dilain pihak untuk menjamin pelunasan kredit
tersebut nasabah menyerahkan agunan berupa tanah beserta benda yang
melekat diatasnya.
Benda jaminan diberikan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan
atas kredit yang diambil oleh debitur. Pengikatan jaminan kredit yang berupa
harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang
bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan
mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar harta
yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan
oleh bank.
Nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar
bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur
yang bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk
menggunakan kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanya secara
baik, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati sehingga dapat melunasi
kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Tidak dapat dipungkiri
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siapapun juga pasti tidak ingin kehilangan harta/asset karena merupakan sesuatu yang
dibutuhkan dan mempunyai nilai-nilai tertentu.
Pemberian kredit oleh BNI Syariah cabang Makassar didasarkan pada prinsip
kehati-hatian yaitu bank harus bertindak hati-hati dalam menentukan siapa yang patut
untuk diberikan kredit dan berapa besarnya jumlah kredit yang diberikan setelah
mengetahui jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Bank juga harus menjaga
bahwa perjanjian yang dibuat dengan calon debitur tidak cacat dan memenuhi syarat-
syarat sah perjanjian. Hal ini dilakukan oleh BNI Syariah cabang Makassar tidak
semata-mata untuk mencapai keuntungan, akan tetapi tujuan yang lebih penting
adalah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menjaga kepercayaan
masyarakat pada BNI Syariah cabang Makassar sendiri.
Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan bertujuan untuk mendaftarkan
hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan agar kepastian hukumnya terjamin,
baik itu meliputi kepastian tentang subjek haknya maupun objek haknya.
Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian hukum antara pihak kreditur sebagai pemegang Hak
Tanggungan dan pihak debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan serta mudah dan
pasti pelaksanaan eksekusinya.
C. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak
Tanggungan
Pemenuhan prestasi merupakan hekekat dari perikatan sebagiamana
ditentukan dalam pasal 1234 KUH perdata yang berbunyi :  “Tiap-tiap perikatan
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adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu.” Debitur tidak dapat memneuhi kewajibannya untuk berprestasi kepada
kreditur dapat disebabkan dua kemugkinan alasan, yaitu pertama, karena kesalahan
debitur, baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
Kedua, karena keadaan memaksa (overmarcht) di luar kemampuan debitur, debitur
tidak bersalah. Dalam hal debitur  tak dapat memenuhi prestasi dan ada unsur salah
pada dirinya, maka dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.
Dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disebutkan diatas
apabila dihubungkan dengan pasal 1234 KUH Perdata, jika para pihak tidak
berprestasi sebagimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya,
maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dikatakan dalam wanprestasi.
Wujud wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana  yang
dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Berkaitan dengan bentuk wanprestasi maka akibat hukum wanprestasi seorang
debitur menurut Subekti ada empat macam :
1. Membayar kerugian yang diderita kreditur atau dengan singkat
dinamakan ganti rugi;
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2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampau diperkarakan di depan hakim.
Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat merugikan
pihak bank sebagai krediturnya. Keadaan debitur tidak dapat melunasi kreditnya
sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. Kredit macet
disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh
bank. Hal ini disebabkan karena adanya kelemahan baik dari intern bank, debitur
(nasabah) dan ekstern di BNI Syariah cabang Makassar dan debitur yang meliputi.8
a. Intern Bank
Kelemahan dari sisi Intern Bank dapat disebabkan oleh hal-hal tersebut
dibawah ini yaitu :
1) Petugas belu sepenuhnya memahami usaha nnasabah. Akibatnya
analisis reditnya kurang cermat sehingga keputusan kreditnya menjadi
tidak tepat.
2) Kurang atau tidak ada pembinaan debitur oleh bank. Pertemuan
petugas bank dengan nasabah semata-mata hanya untuk menagih atau
mengumpulan angsuran.
8Anang Hery Anshory, Pimpinan BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar,
14Mei 2014.
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3) Petugas tidak sepenuhya mengikuti pedoman pemberian kredit yang
ada di bank, misalnya dalam hal pengikatan agunan.
4) Belum adanya/belum sempurnanya sistem peringatan dini (early
warning system) di bank. Tidak ada tindakan segera ketika kredit
menunjukkan gejal-gejala bermasalah.
5) Penggelapan oleh petugas bank
6) Petugas bank terlalu yakin akan kemauan dan kemampuan nasabah.
7) Bank lebih mengutamakan ketersediaan agunan daripada penilaian
terhadap kemauan dan kemampuan nasabah.
8) Petugas tidak memilik informasi yang memadai tentang work record
nasabah, khususnya karakter nasabah.
9) Bank terlalu ekspansif dalam pengucuran kredit sehingga petugas
diberi target yang melebihi kemampuan. Akibatnya, petugas
mengutamakan kuantitas kredit dan mengabaikan kualitas kredit.
b. Nasabah (Debitur)
Kelemahan dari sisi nasabah (debitur) dapat disebakan oleh hal-hal
tersebut dibawah ini yaitu :
1) Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya.
2) Keberadaan nasabah tidak diketahui (telah pindah alamat rumah/lokasi
usaha)
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3) Kredit bank tidak digunakan untuk modal kerja usaha , sesuai
permohonan kredit.
4) Usaha yang dibiayai dengan kredit relatif baru, belum memberikan
penghasilan yang memadai.
5) Usaha menurun atau bangkrut
6) Melakukan rekayasa informasi untuk mengelabui petugas bank.
7) Kredit “topeng” ( seseorang digunakan namanya sebagai debitur
padahal pengguna kredit adalah orang lain)
8) Tagihan kepada pihak ketiga idak dibayar
c. Ekstern Bank dan Debitur
Kelemahan dari sisi ekstern bank dan debitur disebabkan oleh perubahan
lingkungan. Berdasrkan hasil penilitian yang telah dilakukan pada BNI Syariah
cabang Makassar diketahui terdapat 9 kredit macet dengan jaminan hak tanggungan
selama periode Desember 2013 atau 1 (satu) tahun buku.9
Pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit macet adalah dengan
secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit macet, sehingga makin banyak
peluang alternatif koreksi bagi bank dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai
akibat pemberian kredit.
9Anang Hery Anshory, Pimpinan BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar,
14Mei 2014.
55
Penyelesaian kredit macet oleh BNI Syariah cabang Makassar merupakan
upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya
tidak mempunyai prospek lagi atau debitur mempunyai itikad tidak baik sehingga
dapat direstrukrisasi.
Kredit bermasalah selau ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank
tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha
menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi
ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.
Pada asasnya, kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata yang
menurut terminologi hukum perdata, hubungan antara debitur dengan kreditur (bank)
selaku pemberi kredit merupakan hubungan utang piutang. Hubugan yang
bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitur berjanji untuk mengembalikan
pinjaman beserta biaya dan bunga dan pihak kreditur memberikan kreditnya.
Dalam hal kredit yang diberikan telah mengara pada tanda-tanda timbulnya
kredit macet, maka deteksi atas kredit macet dapat dilakukan secara sistematis dengan
mengembangkan sistem “pengenalan diri’, yaitu berupa daftar kejadian atau gejala
yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit
macet.
Penyelesaian kredit merupakan pemutusan hubungan antara bank dengan
debitur. Ini merupakan langkah terakhir karena jika hubungan ini dilanjutkan akan
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menimbulkan kerugian lebih besar bagi bank. Dua bentuk penyelesaian kredit macet
yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Makassar10 :
a. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Damai
Pelaksanaan penyelesaian kredit macet secara damai merupakan prioritas
bank. Penyelesaian kredit secara damai antara lain :
1) Keringanan tunggakan bunga dan/atau denda maksimum sebatas bunga
dan/atau denda yang belum terbayar oleh debitur.
2) Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah tangan oleh
debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban
debitur.
3) Pengmbil alihan aset debitur oleh BNI syariah untuk angsuran atau
penyelesaian kewajiban debitur.
4) Pengurangan tunggakan pokok kredit, hal ini tersebut baru dapat
dilakukansetelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
BNI Syaruah cabang Makassar.
b. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum
Penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum atau bantuan dari pihak ketiga
dilakukan apabila debitor tidak kooperatif untuk menyelesaikan
10Anang Hery Anshory, Pimpinan BNI Syariah cabang Makassar, Wawancara, Makassar,
14Mei 2014.
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kewajibannya. Adapun cara penyelesaian kredit macet dengan menggunakan
pendekatan hukum yang ada dalam praktik perbankan yaitu :
1) Penyelesaian Kredit melalui Pengadilan Negeri
Alternatif penyelesaian kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 20
Ayat (1) huruf b Undang-undang  Hak Tanggungan ini dapat
dimanfaatkan oleh semua kreditor pemegang Hak Tanggungan.
Khususnya bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan kedua dan
seterusnya. Karena hanya inilah pilihan eksekusi lelang yang disediakan
oleh Undang-Undang Hak Tanggungan mengingat para kreditor tidak
dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 6
Undang-undang Hak Tanggungan. Bagi kreditor pemegang Hak
Tanggungan pertama, alternatif eksekusi ini dapat dipilih apabila debitor
menolak/melawan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf
a Jo Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.
Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf b UndangUndang Hak Tanggungan
dijelaskan bahwa titel ekekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dijadikan dasar
penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Eksekusi Hak Tanggungan
berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan
ini memerlukan campur tangan pengadilan.
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Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) ada cara 2 eksekusi hak
tanggungan yaitu :
a) Eksekusi yang disederhanakan
Apabila debitur wanprestasi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai
hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kalau ada
lebih dari seorang kreditur pemegang hak tanggungan, maka kewenangan
tersebut berada pada pemegang hak tanggungan pertama. Penjualan obyek hak
tanggungan wajib dilakukan melakukan pelelangan umum yang dilaksanakan
oleh kantor lelang. Dalam melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan ini
dan mengambil pelunsana piutangnya berlaku kedudukan istemewa yang
dimiliki oleh pemegang hak tanggungan, yaitu droit de preference dan droit de
siute. Untuk dapat menggunakan wewenang menjual obyek hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri, tanpa persetujuan dari debitur, diperlukan janji debitur
sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 UUHT. Janji itu wajib dicantumkan
dalam akta pemberian hak tanggungan
b) Parate eksekusi
Dalam pasal 26 UUHT ditentukan bahwa selama belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan
pasal 14 UUHT peraturan mengenai hipotik yang ada mulai berlakunya
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), berlaku terhadap eksekusi hak
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tanggungan. Atas permohonan kreditur pemegang hipotik, ketua Pegadilan
Negeri memberi perintah agar debitur memenuhi kewajibannya dan apabila
perintah itu diabaikan, maka diperintahkan eksekusinya tanpa diperlukan
pengajuan gugatan terlebih dahulu. Dalam masa peralihan ini, Undang-
Undang Hak Tanggungan (UUHT) juga menegaskan bahwa sebelum ada
peraturan yang khusus mengatur eksekusi hak tanggungan, maka ketentuan
hukum acara eksekusi hipotik berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan,
dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.
2) Penjualan di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan.
Sesuai dengan eksekusi obyek Hak Tanggungan, sebenarnya Undang-
Undang Hak Tanggungann masih menyediakan satu sarana hukum lagi,
yaitu melalui penjualan di bawah tangan (tidak melalui pelelangan).
Sarana hukum ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (2)
Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa “Atas
kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak
Tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan, jika dengan demikian akan diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”
Ketentuan hipotik tidak secara tegas menetukan boleh atau tidak boleh
dilakukan penjualan di bawah tangan atas obyek hak hipotik, sehingga timbul keragu-
raguan dalam masyarakat. Timbul kekhawatiran jual beli di bawah tangan atas obyek
hipotik itu merupakan perjanjian yang melanggar hukum sehingga terancam batal
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demi hukum atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dengan dicantumkannya
ketentuan yang ada dalam pasal 20 ayat 2 UUHT ini tidak ada keragu-raguan lagi.
Proses permohonan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan pada
prinsipnya adalah sama. Urutan dari tindakan yang dilakukan oleh bank/kreditur
adalah :
a. Kredit/bank mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri
yang berwenang.
b. Dalam waktu beberapa hari/minggu setelah diajukan permohonan
tersebut maka diadakan sidang pengadilan yang dihadiri oleh pemohon
(kreditur) dan termohon (debitur). Dalam sidang tersebut oleh hakim
disampaikan teguran (aanmaning) kepada termohon, bahwa dalam waktu
8 (delapan) hari yang bersangkutan harus melaksanakan pembayaran
lunas pinjaman beserta bunga ongkos-ongkos dan sebagainya, dan apabila
tidak maka diadakan eksekusi atas jaminan kreditnya.
c. Apabila dalam 8 (delapan) hari tersebut termohon/debitur tetap
membandel, maka pemohon/kreditur melanjutkan usahanya dengan
melanjutkan permohonan sita eksekusi. iv.Setelah menerima ketetapan
sita eksekusi, maka juru sita Pengadilan Negeri mengadakan sita eksekusi
atau barangbarang tidak bergerak yang menjadi jaminan tersebut
d. Pemohon/kreditur menerima berita acara eksekusi dari juru sita
Pengadilan Negeri.
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e. Kemudian pemohon/kreditur mengajukan permohonan untuk melelang
barang-barang jaminan tersebut dan menerima penetapan lelang.
1. Berdasarkan ketetapan lelang tersebut Pengadilan Negeri menghubungi
kantor lelang negara untuk melaksanakan lelang. Setelah ditetapkan
harinya kemudian diadakan "pengumuman lelang" dalam surat kabar
paling sedikit 2 (dua) kali dengan antara waktu 2 (dua) minggu yang
biasanya diurus panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
f. Dalam pelaksanaan lelang tersebut biasanya ditetapkan oleh pengadilan
berdasarkan informasi dari pihak keluruhan (misalnya
menyangkut harga tanah) dan kantor pajak. Pengadilan dapat menentukan
harga lelang minimal dalam pelaksanaan harga lelang tersebut.
Apabila harga lelang minimal tersebut tidak tercapai, maka lelang dibatalkan
untuk dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Untuk lelang berikutnya tersebut,
dikenakan biaya iklan, ongkos lelang dan lain sebagainya.
Dengan gambaran pelaksanaan eksekusi atas jaminan kredit secara ringkas,
yang dalam praktik banyak hal-hal yang merupakan penghalang kelancaran
pelaksanaan eksekusi misalnya adanya bantahan pihak ketiga, adanya intervensi
dalam perkara lain dan lain sebagainya. Dengan adanya gambaran tersebut
diharapkan menjadi pedoman bagi para pejabat yang berkecimpung di bidang kredit
agar lebih berhati-hati dalam menyeleksi debiturnya. Karena, debitur yang bermental
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jelek cenderung untuk mengulur-ulur waktu dan bersedia melakukan apapun juga
dengan tujuan menghindari tanggung jawab atas pinjamannya.
Sehubungan dengan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri di atas,
pemerintah harus mempunyai political will untuk memperbaiki sistem peradilan yang
ada. oleh karena itu suda waktunya pemerintah melakukan proses deregulasi dan
dehumanisasi proses peradilan dengan cara-cara antara lain, membuat ketentuan yang
dapat menjamin murah dan cepatnya proses peradilan, menatar bahkan bila perlu
memecat hakim-hakim yang orthodoks yang tidak pro reformasi, menghilangkan
sistem mafia peradilan, menghapuskan sistem suap menyuap dan sistem katabelece
yang dewasa ini sangat merajalela di dalam praktik peradilan.
Penanganan kredit macet lewat pengadilan biasa dengan prosedur biasa, yang
berbelit-belit dan time consuming, dengan hakim yang pas-pasan pengetahuannya
tentang bidang perkreditan atau bisnis pada umumnya, ternyata tidak akomodatif
untuk penanganan kredit macet.
Oleh karena itu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berusaha untuk
memenuhi penggarisan yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan
perkara dalam 6  bulan dan apabila ada hambatan-hambatan, melaporkan hal tersebut
kepada Mahkamah Agung dengan segera.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah diperoleh serta hasil-hasil pembahasan
permasalahan , maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada BNI
Syariah cabang Makassar adalah sebagai berikut:
a. Pemberian kredit oleh BNI Syariah cabang Makassar didasarkan pada
prinsip kehati-hatian
b. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
c. Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan.
2. Prosedur penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di BNI
Syariah cabang Makassar adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Secara Damai.
b. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum
1) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri
2) Penjualan di Bawah Tangan Obyek Hak Tanggungan
B. Implikasi Penelitian
Diharapakan kepada BNI Syariah Cabang Makassar untuk lebih
mengoptimalkan penyelesaian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan
menggunakan dasar hukum Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
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Hak Tanggungan dan dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan diharapkan dapat menampung sekaligus mengamankan
kegiatan perkreditan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersedianya dana untuk
menunjang kegiatan pembangunan.
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